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Hal : Penyampaian Rekapitulasi LHKAN Tahun 2025

   

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jl. Jenderal Sudirman Kav.69 

Jakarta Selatan
       

Dalam rangka menegakkan integritas dan komitmen pada Pejabat dan Aparatur

Sipil  Negara  untuk  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di  lingkungan  Kementerian

Pemuda dan Olahraga, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran

Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Negara (LHKAN) per 28 April 2025, sebagai berikut :

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR

NEGARA (LHKAN) TAHUN 2025

No Keterangan Jumlah

1. Jumlah seluruh Aparatur Negara 1.173

a. Wajib LHKPN 193

b. Tidak wajib LHKPN 980

2. Aparatur Negara  wajib LHKPN yang  telah melaksanakan
pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN

189

3. Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan
pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN

4

4. Aparatur  Negara  tidak  wajib  LHKPN yang  telah
menyampaikan  informasi  harta  kekayaan  melalui  SPT
Tahunan

421
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Catatan: 

1. LHKPN : Aparatur  Negara  yang  belum  menyelesaikan  LHKPN

telah  diinformasikan  oleh  Inspektorat  Kemenpora  dan

masih dalam proses penginputan.

2. SPT

Tahunan

: Mayoritas Aparatur Negara yang belum menyampaikan

informasi  laporan  harta  kekayaan  aparatur  negara

melalui  SPT  Tahunan  merupakan  atlet  yang  sedang

menjalankan tugas di lokasi Latihan

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami mengucapkan terima kasih.
        
Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

     ${ttd}

Ario Bimo Nandito Ariotedjo

No Keterangan Jumlah

5. Aparatur  Negara  tidak  wajib  LHKPN yang  belum
menyampaikan  informasi  harta  kekayaan  melalui  SPT
Tahunan

559

6. Jumlah  Aparatur  Negara  yang  belum  menyampaikan
kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (jumlah
poin 3 dan 5)

563
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